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. BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Penyerahan Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang telah dilakukan berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. Penyerahan objek lelang pada lelang eksekusi hak 

tanggungan di KPKNL Padang hanya melakukan penyerahan secara yuridis 

yaitu dengan penyerahan dokumen kepemilikan barang dan risalah lelang. 

Untuk penyerahan objek lelang atau barang lelang secara fisik pihak Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tidak memiliki kewajiban dan 

kewenangan untuk menyerahkan barang tersebut. Namun, dalam penguasaan 

barang lelang tersebut pembeli lelang tidak dapat menguasai objek lelang yang 

telah dibelinya karena barang lelang tersebut masih dikuasai oleh pihak 

debitur/ pihak ketiga dan pihak tersebut keberatan untuk menyerahkan barang 

lelang tersebut. Seharusnya objek lelang tersebut dapat diserahkan kepada 

pemenang lelang karena berdasarkan risalah lelang pembeli lelang tersebut 

telah disahkan sebagai pemenang lelang dan risalah lelang merupakan suatu 

akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam hal 

ini, proses penyerahan objek lelang secara fisik/ nyata pada lelang eksekusi hak 

tanggungan belum sesuai dengan aturan hukum karena berdasarkan Pasal 11 

1.huruf k Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa debitur atau 

pihak ketiga  berjanji  akan mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu 
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eksekusi apabila debitur wanprestasi. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi 

pemenang lelang yang pada akhirnya dapat berujung ke pengadilan.  

 Pada Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Objek Tanah 

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ini  merupakan pemindahan hak dengan 

lelang. Perolehan hak milik terhadap objek lelang dalam  Pasal 41  Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 

tanah ditentukan cara memperoleh hak milik, yaitu dengan adanya suatu 

penyerahan, yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak 

milik kepada pihak lainnya. Pada pelaksanaan peralihan hak melalui 

pemindahan hak dengan lelang hanya dapat dibuktikan dengan kutipan risalah 

lelang yang dibuat oleh pejabat lelang.  

2. Perlindungan Hukum terhadap pemenang lelang ialah secara represif yaitu 

dilakukan melalui  pengajuan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan  

penguasaan atas objek lelang. Hal ini merupakan suatu tindak lanjut dari 

perwujudan kepastian hukum atas risalah lelang sebagai akta otentik.   

3. Akibat hukum yang terjadi  dalam hal objek lelang yang tidak bisa  diserahkan 

kepada Pemenang lelang yaitu : 

a. Timbul ketidakpastian hukum secara materil sehingga mengakibatkan 

kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap jual beli lelang.  

b. Pemenang lelang melakukan upaya eksekusi pengosongan melalui 

pengadilan atas objek lelang yang tidak dapat dikuasainya yang seharusnya 

pemenang lelang dapat mengambil alih kuasa atas barang lelang yang 

dibelinya secara langsung yang dapat dibuktikan oleh risalah lelang.  
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c. Terjadinya gugatan dari pihak ketiga yaitu debitor kepada pihak-pihak yang 

terkait dalam pelaksanaan lelang termasuk pembeli lelang. 

B. Saran  

1. Agar lebih diberikan pemahaman terhadap pembeli lelang bahwa objek 

lelang yang dijual tersebut bersifat apa adanya. Dan sebaiknya pembeli 

lelang dapat lebih cermat dan teliti sebelum melakukan jual beli secara 

lelang dengan mencari tahu bagaimana kondisi dari objek lelang yang akan 

ia beli sehingga dapat terhindar dari suatu masalah yang akan timbul 

kemudian hari. Diharapkan pihak pembeli lelang dapat memahami 

bagaimana proses penyerahan objek lelang tersebut dan mengetahui apa saja 

resiko yang akan  terjadi pada saat penyerahan atau pengambil alihan objek 

lelang yang telah ia beli. 

2. Diharapkan kepada debitur agar lebih dapat memahami isi tepatnya janji 

yang terurai dari akta pemegang hak tanggungan untuk agunan dalam 

peminjaman dana kepada bank/ kreditor serta dapat memahami kejadian 

yang akan timbul apabila debitor tidak ingin menyerahkan objek lelang 

tersebut dengan sukarela. 

3. Hendaknya dalam peraturan pelaksanaan lelang tersebut dapat di revisi 

kembali agar penyerahan objek lelang pada lelang eksekusi hak tanggungan 

dapat dilakukan secara materiil sehingga pembeli lelang tidak bersusah 

payah dalam hal penguasaan objek lelang yang telah dibelinya. 

 

 

 


